GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan keuangan daerah senantiasa diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak.

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam bentuk kerangka Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) dan Dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

(1) Hasil pajak daerah;

(2) Hasil retribusi daerah;

(3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

(4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas:

(1) 
Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP),

c) Pajak Penghasilan (PPh). 

Dana Bagi Hasil Kabupaten Lebak yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari pertambangan minyak dan gas alam.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN;

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, untuk:

a) mendanai kegiatan khsusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas  nasional,

b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
Tabel 1

Realisasi Pendapatan 

Kabupaten Lebak 2004-2008
	No
	Uraian
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Pendapatan asli daerah
	18.990.272.409,29
	21.910.210.611
	36.756.673.922
	48.937.969.974
	51.095.272.123

	
	a. Pajak daerah
	2.883.921.947
	4.881.925.050
	5.146.506.642
	5.965.022.206
	7.418.832.719

	
	b. Retribusi daerah 
	9.213.898.905
	12.167.391.660
	17.930.560.504
	26.050.298.044
	29.630.839.568

	
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	342.405.265
	487.065.879
	1.290.076.394
	1.119.391.930
	1.921.883.509

	
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	6.550.046.292,29
	4.373.828.022
	12.389.530.382
	15.803.257.794
	12.123.716.327

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Dana perimbangan
	300.997.527.477
	364.721.838.526
	558.384.447.337
	599.540.142.939
	664.171.070.286

	
	a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak
	19.206.182.895
	24.488.272.072
	35.299.204.373
	40.725.142.939
	42.438.918.645

	
	b. Dana alokasi umum
	264.401.000.000
	288.401.000.000
	458.050.000.000
	507.639.000.000
	554.305.361.000

	
	c. Dana alokasi khusus
	10.910.000.000
	20.199.999.000
	30.410.000.000
	51.176.000.000
	65.978.000.000

	
	d. Bagi Hasil Pajak Propinsi
	6.480.344.582
	11.712.567.454
	14.625.242.964
	17.843.782.266
	0

	
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi
	
	20.000.000.000
	20.000.000.000
	20.000.000.000
	0

	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Lain-lain Pendapatan  yang Sah
	17.217.019.000
	12.181.000.000
	0
	2.000.000.000
	90.540.403.458

	
	a. Pendapatan Hibah
	0
	0
	0
	2.000.000.000
	4.000.000.000

	
	b. Dana Darurat
	0
	0
	0
	0
	0

	
	c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
	0
	0
	0
	0
	19.038.604.058

	
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
	17.217.019.000
	12.181.000.000
	0
	0
	47.501.799.400

	
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi
	0
	0
	0
	0
	20.000.000.000

	TOTAL PENDAPATAN 
	337.204.818.886,29
	398.813.049.137
	595.141.121.259
	688.321.895.179
	805.806.745.867


Sumber:
DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
Keterangan : Kepmendagri 29/2002 untuk TA. 2004–2006 ; Permendagri 13/2006 untuk TA. 2007 dst.
Tabel 2

Perkembangan Target PAD Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008

	No.
	Tahun
	PAD

 (Rp.)
	Pertumbuhan (%)
	APBD 

(Rp.)
	Proporsi (%)

	1
	2004
	17.188.251.071
	31,84
	351.340.368.208
	4,89

	2
	2005
	23.917.612.810
	28,14
	414.845.329.199
	5,77

	3
	2006
	33.479.668.750
	28,56
	669.904.187.962
	5,00

	4
	2007
	51.461.107.636
	34,94
	771.371.952.548
	6,67

	5
	2008
	76.942.599.000
	33,12
	870.702.263.146
	8,84

	Rata-Rata per tahun
	31,32
	-
	6,23


Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama tahun 2004 sampai dengan 2008, rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 31,32%. Bila melihat kemampuan keuangan Kabupaten Lebak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata per tahun kontribusi terhadap APBD 6,23 % berarti bahwa secara kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih masuk dalam kategori rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 93,77%, yaitu dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Tabel 3

Perkembangan Dana Perimbangan

 Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008

	No.
	Tahun
	Dana Perimbangan (Rp.)
	Pertumbuhan (%)
	APBD 

(Rp.)
	Proporsi

 (%)

	1
	2004
	295.085.595.428
	-0,27
	351.340.368.208
	83,99

	2
	2005
	354.805.940.428
	 16,83 
	414.845.329.199
	85,53

	3
	2006
	546.541.575.000
	35,08 
	669.904.187.962
	81,59

	4
	2007
	588.601.000.000
	7,15 
	771.371.952.548
	76,31

	5
	2008
	661.417.629.000
	11,01 
	870.702.263.146
	75,96

	Rata-rata per tahun
	13,96
	-
	80,68


Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah, dimana DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dengan penekanan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun formula dan perhitungan DAU ditetapkan sesuai undang-undang, dengan harapan akan tercapai kemandirian fiskal daerah, yang diindikasikan oleh penurunan alokasi DAU yang signifikan dari tahun ke tahun.

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2008 cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi pemerintah pusat.

Untuk perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 13,96%, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 80,68%.

Tabel 4

Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008

	No.
	Tahun
	Lain-lain Pendapatan
 yang Sah 

(Rp.)
	Pertumbuhan

 (%)
	APBD 

(Rp.)
	Proporsi 

(%)

	1
	2004
	16.945.019.000
	- 7,36
	351.340.368.208
	4,82

	2
	2005
	12.181.000.000
	-39,11
	414.845.329.199
	2,94

	3
	2006
	6.500.000.000
	-87,40
	669.904.187.962
	0,97

	4
	2007
	36.370.000.000
	82,13
	771.371.952.548
	4,71

	5
	2008
	87.639.304.000
	58,50
	870.702.263.146
	10,07

	Rata-rata per tahun
	1,35
	-
	4,70


Sumber:
DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
Lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari bagi hasil pajak dan keuangan provinsi dan bagian pendapatan lain yang sah. Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah secara secara total selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2008 rata-rata pertumbuhan per-tahunnya sebesar 1,35%, sementara kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama baru sebesar 4,70%.
Tabel 5

Tax Ratio di Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2008
	No.
	Tahun
	Pajak Daerah (Rp)
	PDRB ADHK (Rp)
	Tax Ratio
(%)

	1
	2004
	2.636.300.000
	1.200.820.000.000
	0,22

	2
	2005
	4.387.300.000
	3.170.531.000.000
	0,14

	3
	2006
	4.787.300.000
	3.289.215.000.000
	0,14

	4
	2007
	5.202.300.000
	3.392.777.000.000
	0,15

	5
	2008
	6.275.000.000
	3.559.032.000.000
	0,17


Sumber: Diolah dari Data BPS dan DPPKD
Tax ratio adalah persentase penerimaan pajak dalam tahun tertentu terhadap PDRB tahun berkenan. Rendahnya tax ratio, dapat diartikan bahwa kondisi perpajakan di suatu daerah masih terkebelakang. Sebagai gambaran, tax ratio di Kabupaten Lebak pada tahun 2004 sebesar 0,22%, dan pada tahun 2008 sebesar 0,17% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,16%. Angka ini masih jauh dari angka tax ratio Provinsi Banten sebesar 1,38%, atau bahkan dengan tax ratio nasional yang hingga akhir tahun 2008 telah mencapai angka 16%.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak untuk kurun waktu tahun 2009–2014 diproyeksikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi dengan asumsi rata-rata per tahun sebesar 7-11%. Hasil proyeksi seperti yang tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 6

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah)

	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PENDAPATAN DAERAH
	
	
	
	
	
	

	Pendapatan Asli Daerah
	81.596.680
	85.630.212
	89.864.262
	94.308.829
	98.974.407
	103.872.018

	Hasil Pajak Daerah
	7.311.500
	7.677.075
	8.060.929
	8.463.975
	8.887.174
	9.331.533

	Hasil Retribusi Daerah
	45.501.831
	47.776.923
	50.165.769
	52.674.057
	55.307.760
	58.073.148

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.852.099
	1.898.401
	1.945.862
	1.994.508
	2.044.371
	2.095.480

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
	26.931.250
	28.277.813
	29.691.703
	31.176.288
	32.735.103
	34.371.858

	Dana Perimbangan
	685.229.878
	716.765.405
	749.809.559
	784.436.067
	820.722.302
	858.749.459

	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
	40.962.688
	41.986.755
	43.036.424
	44.112.335
	45.215.143
	46.345.522

	Dana Alokasi Umum
	576.191.190
	605.000.750
	635.250.787
	667.013.326
	700.363.993
	735.382.192

	Dana Alokasi Khusus
	68.076.000
	69.777.900
	71.522.348
	73.310.406
	75.143.166
	77.021.746

	Lain-lain Pendapatan yang Sah
	65.550.000
	57.037.500
	58.088.438
	59.165.648
	60.269.790
	61.401.534

	Dana Penyeimbang dari Pemerintah
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Dana Darurat
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Pendapatan Hibah
	4.000.000
	-
	-
	-
	-
	-

	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
	22.050.000
	22.050.000
	22.601.250
	23.166.281
	23.745.438
	24.339.074

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	19.500.000
	19.987.500
	20.487.188
	20.999.367
	21.524.351
	22.062.460

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	20.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	Jumlah PAD
	832.376.558
	859.433.117
	897.762.258
	937.910.544
	979.966.499
	1.024.023.012


Keterangan: Menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004 - 2007
Untuk memprediksi pendapatan daerah tahun 2009–2014 diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah data PDRB. Proyeksi pertumbuhan PDRB tergambarkan pada tabel 2.9 dan tabel 2.10 Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah.
B.   Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7
Pengelolaan Alokasi Belanja Kabupaten Lebak 

Tahun 2004-2008 (Ribu Rupiah)

	No
	Belanja Daerah
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Belanja 

Tidak Langsung
	242.016.364.161
	260.534.778.834
	314.757.838.103
	332.392.571.559
	444.448.276.430

	
	a. Belanja pegawai
	199.901.814.668
	217.673.305.703
	265.112.787.965
	294.471.115.559
	392.200.295.000

	
	b. Belanja Barang dan Jasa
	14.289.422.602
	17.598.546.195
	22.295.937.979
	0
	0

	
	c. Belanja Perjalanan Dinas
	2.455.473.000
	4.568.252.650
	6.859.523.000
	
	

	
	d. Belanja Pemeliharaan
	4.072.209.386
	4.345.601.401
	5.594.017.720
	
	

	
	e. Belanja Modal
	0
	0
	0
	0
	0

	
	f. Belanja Bunga 
	0
	0
	0
	500.000.000
	4.934.000

	
	g. Belanja subsidi
	0
	0
	0
	0
	0

	
	h. Belanja Hibah 
	0
	0
	0
	3.640.000.000
	21.386.113.000

	
	i. Belanja Bantuan sosial 
	0
	0
	0
	22.881.456.000
	16.940.000.000

	
	j. Belanja Bagi hasil 
	19.814.000.000
	14.048.483.000
	14.517.275.000
	9.000.000.000
	12.000.000.000

	
	k. Belanja Bantuan Keuangan 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	l. Belanja tidak terduga 
	1.483.444.505
	2.300.589.885
	378.296.439
	1.900.000.000
	1.916.934.430

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Belanja Langsung
	107.764.004.047
	152.504.180.365
	335.551.349.859
	430.585.880.989
	420.565.946.716

	
	a. Belanja Pegawai 
	8.440.836.250
	7.258.278.380
	6.717.378.500
	44.229.054.300
	41.722.339.685

	
	b. Belanja Barang dan Jasa 
	16.593.019.520
	26.314.196.844
	42.857.170.057
	90.890.547.549
	107.312.246.795

	
	c. Belanja Perjalanan Dinas
	3.069.726.000
	3.245.549.000
	6.361.534.500
	
	

	
	d. Belanja Pemeliharaan
	48.047.557.395
	65.646.610.665
	158.692.990.299
	
	

	
	e. Belanja Modal 
	31.612.864.882
	50.039.545.476
	120.922.276.503
	295.396.279.140
	271.531.360.236

	Total Belanja Daerah
	349.780.368.208
	413.038.959.199
	650.309.187.962
	762.978.452.548
	865.014.223.146


Sumber:
DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
 Keterangan : Kepmendagri 29/2002 untuk TA. 2004–2006 ; Permendagri 13/2006 untuk TA. 2007 dst.
Tabel 8
Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung  2004-2008

	Tahun Anggaran
	Belanja Tdk Langsung (Rp.)
	Pertumbuhan (%)
	Belanja APBD (Rp.)
	Proporsi (%)

	2004
	242.016.364.161
	12,52
	349.780.368.208
	69,19

	2005
	260.534.778.834
	7,11
	413.038.959.199
	63,08

	2006
	314.757.838.103
	17,23
	650.309.187.962
	48,40

	2007
	332.392.571.559
	5,31
	762.978.452.548
	43,57

	2008
	444.448.276.430
	25,21
	870.702.263.146
	51,04

	Rata-rata per tahun
	13,71
	-
	55,06


         Sumber  :
DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008
Belanja tidak langsung Kabupaten Lebak pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari belanja tidak langsung tahun 2004 dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 13,71 % sedangkan proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun sebesar 55,06%.
Tabel 9
Perkembangan Alokasi Belanja Langsung 2004-2008

	Tahun Anggaran
	Belanja Langsung (Rp.)
	Pertumbuhan (%)
	Belanja APBD (Rp.)
	Proporsi 

(%)

	2004
	107.764.004.047
	-20,35
	349.780.368.208
	30,81

	2005
	152.504.180.365
	29,34
	413.038.959.199
	36,92

	2006
	335.551.349.859
	54,55
	650.309.187.962
	51,60

	2007
	430.585.880.989
	22,07
	762.978.452.548
	56,43

	2008
	420.565.946.716
	-2,38
	870.702.263.146
	48,30

	Rata-rata per tahun
	16,65
	37,5078615
	44,81


Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak, 2004-2008

Belanja Langsung Kabupaten Lebak dari tahun 2004 sampai dengan 2007 mengalami pertumbuhan kecuali pada Tahun 2008 mengalami penurunan, rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 25,89% Proporsi terhadap belanja APBD rata-rata pertahun mengalami pertumbuhan sebesar 44,81%
Tabel 10
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah)
	No
	Belanja
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Belanja Tidak Langsung
	462.265.644
	480.751.139
	498.731.929
	517.939.806
	538.657.398
	560.203.694

	
	a.   Belanja pegawai
	419.232.218
	438.001.507
	455.521.567
	473.742.430
	492.692.127
	512.399.812

	
	b.   Belanja Bunga 
	4.934
	0
	0
	0
	0
	0

	
	c.    Belanja subsidi
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	d.   Belanja Hibah 
	20.535.000
	18.356.400
	18.535.000
	18.535.000
	19.276.400
	20.047.456

	
	e.   Belanja Bantuan sosial 
	8.500.000
	8.840.000
	8.500.000
	8.840.000
	9.193.600
	9.561.344

	
	f.    Belanja Bagi hasil 
	13.500.000
	14.040.000
	14.601.600
	15.185.664
	15.793.091
	16.424.814

	
	g.   Belanja Bantuan Keuangan 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	h.   Belanja tidak terduga 
	493.492
	1.513.232
	1.573.761
	1.636.712
	1.702.180
	1.770.267

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Belanja Langsung
	389.297.459
	404.869.357
	421.064.132
	437.906.697
	455.422.965
	473.639.883

	
	a.    Belanja Pegawai 
	42.691.413
	44.399.070
	46.175.032
	48.022.034
	49.942.915
	51.940.632

	
	b.    Belanja Barang dan Jasa 
	104.912.671
	109.109.178
	113.473.545
	118.012.487
	122.732.986
	127.642.306

	
	d.    Belanja Modal 
	241.693.375
	251.361.110
	261.415.554
	271.872.177
	282.747.064
	294.056.946

	
	Total Belanja
	851.563.103
	885.620.496
	919.796.060
	955.846.503
	994.080.363
	1.033.843.577


Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, asumsi dari data 2004-2008
Tabel 11
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2009-2014 (Ribu Rupiah)

	Uraian
	 Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PEMBIAYAAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	   25.419.588 
	  32.948.043 
	   28.929.615 
	   25.004.167 
	  21.358.777 
	  17.246.602 

	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
	     21.919.588 
	29.150.193
	     24.941.873 
	     20.817.037 
	    16.962.291 
	    12.630.292 

	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	       3.500.000 
	3.797.850
	       3.987.743 
	       4.187.130 
	      4.396.486 
	      4.616.310 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	     6.233.040 
	    6.760.660 
	     6.895.811 
	     7.068.206 
	    7.244.911 
	    7.426.034 

	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	       2.000.000 
	2.170.200
	       2.224.455 
	       2.280.066 
	      2.337.068 
	      2.395.495 

	Pembayaran Pokok Utang
	            33.040 
	           33.040 
	                    -   
	                    -   
	                   -   
	                   -   

	Pemberian Pinjaman Daerah
	       4.200.000 
	4.557.420
	       4.671.356 
	       4.788.139 
	      4.907.843 
	      5.030.539 

	Jumlah Pembiayaan Netto
	   19.186.548 
	  26.187.383 
	   22.033.805 
	   17.935.961 
	  14.113.866 
	    9.820.568 


Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak, proyeksi menggunakan asumsi dari data dasar tahun 2004-2008
C. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Manajemen keuangan daerah menjadi penting bagi aparatur pemerintah di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses dari segi partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran (budget cycle), pengurusan dan penatausahaan (accounting cycle), pelaporan dan pertanggungjawaban (reporting and accountability process) serta mekanisme pengawasan daerah (evaluation and monitoring process).
i. Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan eksternal (internal dan external sources). Internal source atau local source adalah sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri dalam wilayah hukumnya. Apakah dalam bentuk sumberdaya alam maupun dalam bentuk potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
Sumber eksternal adalah bersumber dari luar pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman daerah. Sumber eksternal terbagi dua, pertama yang bersumber dari pemerintahan diatasnya dan dikenal dengan allocation budget atau dana yang tersedia atau teralokasi bagi pemda, seperti dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai karena adanya pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D). Intergovernmental transfer atau pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada penerimaan bagi hasil pada DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada daerah bawahan. Kedua pinjaman daerah yang berbentuk bantuan luar negeri maupun dalam negeri atau dengan istilah Government to Government (G to G loans) atau Bussiness/ Private to Government (B/P to G = investasi). 
1. Kebijakan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
Pada tabel 3.1 tentang Realisasi Pendapatan Kabupaten Lebak, menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat cukup besar dalam realisasi penerimaan Kabupaten Lebak, yaitu dalam bentuk dana perimbangan    (DAU dan DAK).  Untuk mengurangi ketergantungan pada pengalihan keuangan dari pemerintah, Kabupaten Lebak siap menelusuri upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansialnya dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak dan retribusi.

Lapangan usaha yang memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap  pendapatan daerah di Kabupaten Lebak adalah: (1) pertanian dan kehutanan, (2) perdagangan, hotel dan restoran dan (3) industri pengolahan, yang didukung oleh sektor-sektor lainnya seperti pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, angkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa-jasa. Kesembilan lapangan usaha tersebut menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.

Untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah perlu diterapkan asas transparansi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, berupa penjelasan secara rinci mengenai jumlah objek (orang, benda, tempat, dan lain-lain) pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan potensi penyimpangan dan penggelapan sumber-sumber pendapatan daerah.

Beberapa langkah positif yang dapat diambil adalah mengembangkan basis pajak daerah, berupa pajak properti, merestrukturisasi kesulitan BUMD dan instansi layanan publik pemerintah lainnya agar lebih profitable dan meningkatkan cost recovery untuk pelayanan sehingga dapat membantu peningkatan PAD dan membangun mekanisme keuangan Kabupaten Lebak yang berkelanjutan.
2. Kebijakan Rencana Pinjaman Daerah 
Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu, jangka pendek maupun jangka panjang. 

Bila dibutuhkan maka Pemerintah Kabupaten Lebak dapat mengajukan pinjaman daerah. Yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan dari pinjaman tersebut yaitu: (1) pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas; (2) pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan (3) pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pinjaman daerah bersumber dari: (1) Pemerintah, diberikan melalui Departemen Keuangan; (2) Pemerintah Daerah lain; (3) Lembaga Keuangan Bank; (4) Lembaga Keuangan bukan Bank; dan (5) Masyarakat atau perseorangan.  Pengajuan pinjaman daerah harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang telah ditetapkan.

ii. Kebijakan Arah Belanja Daerah
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan   APBD, maka struktur APBD mulai menggunakan format APBD berbasis kinerja, sedangkan program dan kegiatannya disusun berdasarkan nomenklatur bidang.

Nomenklatur bidang untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri atas: (1) Bidang Administrasi Umum Pemerintahan; (2) Bidang Pertanian dan Kehutanan; (3) Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan; (4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (5) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; (6) Bidang Ketenagakerjaan; (7) Bidang Kesehatan; (8) Bidang Pendidikan; (9) Bidang Sosial; (10) Bidang Permukiman; (11) Bidang Pekerjan Umum; (12) Bidang Perhubungan; (13) Bidang Lingkungan Hidup; (14) Bidang Kependudukan; dan (15) Bidang Penerangan dan Pariwisata.

Memperhatikan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, belanja daerah menurut klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri atas fungsi: (1) Pelayanan Umum; (2) Pertahanan; (3) Ketertiban dan Ketentraman; (4) Ekonomi; Lingkungan Hidup; (6) Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Kesehatan; (8) Pariwisata dan Budaya; (9) Agama; (10) Pendidikan; serta (11) Perlindungan Sosial. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi fungsi tidak termasuk pertahanan dan agama yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan dan urusan pilihan. Pelaksanaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diharap mulai berlaku satu tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.

Menurut Pasal 32 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan; (5) penataan ruang; (6) perencanaan pembagunan; (7) perhubungan; (8) lingkungan hidup; (9) pertanahan; (10) kependudukan dan catatan sipil; (11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (13) sosia!; (14) ketenagakerjaan; (15) koperasi dan dan usaha kecil  menengah; (16) penanaman modal; (17) kebudayaan; (18) pemuda dan olah raga; (19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perngkat daerah, kepegawaian dan persandian; (21) ketahanan pangan; (22) pemberdayaan  masyarakat  dan  desa 

23) statistik; (24) kearsipan; (25) komunikasi dan informatika, dan (26) perpustakaan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup : (1) pertanian; (2) kehutanan; (3) energi dan sumberdaya mineral; (4) pariwisata; (5) kelautan dan perikanan; (6) perdagangan; (7)  industri; dan (8) ketransmigrasian.

1. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Belanja publik yang proporsional.

Memperhatikan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa: dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonorni masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Lebak

2. Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal
Untuk menghadapi perubahan yang ada dan keinginan untuk maju dalam bidang ekonomi, maka potensi ekonomi lokal dengan pendekatan klaster komoditas dapat menjadi pilihan. Disadari bahwa untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal diperlukan suatu sinergi dari seluruh stakeholders yang terlibat didalamnya sebagai suatu kekuatan modal sosial (social capital). Penggalian dan penumbuhan potensi ekonomi lokal tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Lebak saja, tetapi diperlukan pula unsur lain seperti masyarakat ataupun pihak swasta. Dengan tergalinya potensi ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, dengan perhatian khusus diberikan pada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan usaha kecil. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas,  direncanakan untuk membentuk suatu mekanisme yang lebih efektif dalam memberdayakan unsur-unsur stakeholders tersebut ke dalam suatu jaringan, melalui organisasi jaringan tersebut potensi ekonomi lokal diusahakan dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi riil.


Oleh karena itu, Kabupaten Lebak siap membentuk Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), yang memiliki prioritas membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan otonomi daerah dan krisis global. KPEL juga merupakan alat untuk membangun perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber dana dan kompetensi lokal.

Oleh karena pengembangan ekonomi lokal masih merupakan isu yang cukup baru, masih diperlukan adaptasi dalam bereaksi terhadap kebutuhan untuk bisnis dan ekonomi sejak desentralisasi dan bagaimana dapat menanggapi kebutuhan semacam  itu di masa depan. Pengetahuan semacam ini akan menolong kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi korupsi dan hal-hal lainnya yang membahayakan bisnis lokal, menyediakan produsen yang lebih baik dan memiliki keterkaitan pasar, serta membuat pengembangan ekonomi lokal sesuai aturan.

3. Kebijakan Rencana Kemitraan Pemerintah-Swasta
Partisipasi swasta yang baik dapat tercapai dengan adanya kerjasama pemerintah dan swasta yang didukung oleh strategi pengembangan ekonomi lokal yang komprehensif. Dengan adanya partisipasi swasta yang efisien, diharapkan dapat mengurangi beban fiskal di Pemerintah Daerah dan membebaskan sumberdaya umum untuk program-program prioritas.

Dalam mengatur sumberdaya substansial dari sektor swasta, membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang menarik investasi swasta, produk hukum dan peraturan yang mendukung, pengenalan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (cost-reflective pricing) dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi dan/atau divestasi yang transparan. Reformasi semacam ini juga berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan menyediakan pelayanan publik yang baik. Sebagai contoh, dengan menciptakan kompetisi yang transparan diantara pihak swasta untuk menyediakan layanan publik, diharapkan dapat membantu mengatasi aspek korupsi yang mungkin terjadi.

Meningkatkan kompetisi dapat meningkatkan mutu dan efisiensi serta pengurangan harga di daerah-daerah, selain itu pengenalan konsep sanksi yang didukung oleh bantuan yang berdasarkan output-based akan membantu meningkatkan akses terhadap layanan umum dengan harga terendah. Secara umum, partisipasi swasta yang efisien dapat mengurangi beban fiskal di pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.

iii.  Kebijakan Pembiayaan Daerah
Manajemen pembiayaan daerah siap ditingkatkan ke arah akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadi defisit pendapatan, maka kebijakan pembiayaan daerah bersumber dari: (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, (2) transfer dana cadangan daerah, (3) hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan (4) pinjaman daerah atau obligasi daerah, bila terjadi surplus pembiayaan maka kebijakan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk: (1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, (2) penyertaan modal (investasi daerah) dan (3) transfer ke rekening dana cadangan.
Pada tahun 2009 – 2014 kebijakan pembiayaan daerah diarahkan kepada program dan kegiatan ekonomi produktif, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UKM, serta perdagangan dan perindustrian.
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